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ABSTRAK

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki struktur
masyarakat heterogen yang memiliki beragam suku, bangsa, agama, aliran maupun
ideologi. Indonesia juga merupakan negara demokrasi, yaitu pemerintahan yang
berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan dua alasan terebut,
sangat tepat apabila Indonesia menerapkan sistem multipartai. Tahap pertama
sistem multipartai dimulai sesaat setelah bangsa ini merdeka atau pada masa Orde
Lama (1945-1965). Tahap kedua sistem multipartai diterapkan pada masa
pemerintah Orde Baru (1971-1998). Sedangkan tahap ketiga, sistem multipartai
diterapkan kembali ketika reformasi digulirkan yaitu pada tahun 1998 sampai
sekarang.

Secara singkat, multipartai di Indonesia  masing-masing periode
pemerintahan selalu memunculkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa.
Pada waktu Orde Lama, partai-partai akhirnya dibekukan sehingga melahirkan
kudeta pemberontakan G 30 September. Ketika kendali pemerintah beralih ke
tangan Socharto, selama tiga dasa warsa multipartai juga tidak berjalan secara
demokratis hingga akhirnya rezim ini berhasil dijatuhkan. Setelah Soeharto lengser,
sistem multipartai yang menjadi salah satu sasaran reformasi politik yang sedang
berlangsung, dengan harapan lebih baik dan demokratis. Akan tetapi, dalam
perkembangannya kondisi multipartai juga masih diliputi masalah dan konflik-
konflik politik yang cukup signifikan, baik antar partai maupun intern partai.
Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakan pandangan Fikih Siyasah terhadap
multipartai di Indonesia periode 1998-2004 atau pasca reformasi.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
normatif dengan mengkhususkan pada teks ayat, hadits maupun nilai-nilai politik
Islam yang berhubungan dengan sistem multipartai. Pendekatan lainnya adalah
pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan menggali kembali fakta sejarah yang
berkaitan dengan sistem multipartai di Indonesia.

Berdasarkan pendekatan normatif, sistem multipartai adalah hal yang
tidak dilarang oleh Islam, dan bahkan hukumnya wajib ketika tanpa multipartai,
sebuah negara dikendalikan oleh penguasa diktator dan otoriter yang
membahayakan keselamatan umat. Multipartai juga mengandung nilai-nilai politik
Islam secara umum seperti keadilan dan amar ma’ruf nahi mungkar, kebebasan dan
keterbukaan serta nilai-nilai pluralitas. Adanya konflik atau masalah dalam sistem
multipartai seperti yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1998-2004, sejauh
pengamatan penyusun hanya bersifat temporal dan terjadi hanya ketika pemilu tiba.
Konflik-konflik itupun hanya sebatas perbedaan pendapat dan pikiran saja, bukan
konflik yang menyebabkan rusaknya akidah umat Islam Indonesia. Oleh karena itu,
berdasarkan hasil penelitian in1 penyusun memberikan kesimpulan, bahwa sistem
multipartai pada kurun waktu 1998-2004 sesuai atau tidak bertentangan dengan
nilai-nilai politik Islam, dan bahkan hukumnya wajib karena berdasarkan fakta
sejarah, tanpa sistem multipartai atau hanya mengacu pada sistem partai dominan
hanya menciptakan penguasa diktator dan otoriter seperti yang terjadi pada masa
Orde Lama dan Orde Baru.

il



Drs. Abd. Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINA €
Hal : Skripsi Saudara
Akhmad Khafif Shobri
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga
Yo akarta

Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Khafif Shobri

NIM . 99373869

Fakultas . Syari’ah

Jurusan . Jinayah Siyasah (JS)

Judul Skripsi : PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERuADAP MULTIPARTAI
DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata
satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 147 ™
25 Juli 2007

Hormat kami,

Pembimbing 1
{

Drs.Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

iii



Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara
Akhmad Khafif Shobri

Lampiran . 1 (satu) Eksemplar Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga
Di_

Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama . Akhmad Khafif Shobri

NIM : 99373869

Fakultas : Syari’ah

Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

Judul Skripsi : PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI
DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata
satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H
25 Juli 2007
Hormat kami,
Pembimbing 11

{
.
Drs.™~'0besrinsyah M.Ag.

NIP. 150 289 435

v



R
PR

R

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




PEDOMAN : RANSILTERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 0543 B/U/1998 tertanggal 10 Sepetember yang ditanda tangani

pada tanggal 22 Januari 1998 M.

L Konsonan Tunggal

ARAB NAMA LATIN KETER AN(;}AN

| Alif . Tidak dilambangkan

= Ba’ b be

< Ta’ t te

< Sa’ 5 § (dengan titik di atas)

d Jim 3 je

C Ha h h (dengan titik di bawah)

'C Kha kh ka dan ha

2 Dal d de

K Zal z z (dengan titik di atas)

) Ra’ r er

3 Zai z zet

I8 Sin S €s

JO Syin sy es dan ye

P Sad $ s (dengan titik di bawahnya)
P Dad d d (dengan titik dibawahnya)
b Ta’ t t (denean titik di bawahnya)

vi



5 Za z 2 (dengan titik di bawahnya)
& ‘ain ¢ koma terbalik di atas
é Gain g ge
< Fa’ f ef
d Qaf q gi
H Kaf k ka
J Lam 1 el
¢ Mim m em
J Nun n en
3 Wawu w we
o Ha’ h ha
s Hamzah ’
& Ya’ y ye
II.  Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
L'J:’.J-i&'-'ﬁ ditulis muta‘agqidain
o0& ditulis ‘iddah
II. Ta’ marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

s\S”; ditulis zakah

4 ;> ditulis jizyah

vil

apostrof (dipakai di awal kalimat)




Vokal pendek

1. Fathah (=) ditulis a
;-;-j ditulis wajaba

2. Kasrah (=) ditulis i
—5 ditulis kutiba

3. Dammah (—}) ditulis u

2
Jdows ditulis Muhammad

Vokal panjang

1. Fathah + alif ditulis 2
ada\>- ditulis jahiliyah

2. Fathah + ya’ ditulis a
(s ditulis yas'a

3. Kasrah + ya’ mati ditulis T
Jus ditulis majid

4. Dammah + wawu mati ditulis u

] )J-’- ditulis hudiid

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipastikan dengan apostrof
r—-’“ ditulis a ‘antum

f: J§~3 U‘d ditulis la’in syakartum

viil



VIL. Vokal rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
v—@-ige ditulis bainahum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
¢ 5 ditulis yaum
VIIL. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al
; jﬁl ditulis al-Kausar
Sl ,5-5‘ ditulis al-Firdaus
2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandengkan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam-nya
o> A ditulis ar-Rahim
L‘J‘ ditulis an-Naba'
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
el YV (S 95 ditulis zawi al-Arham

)L'-“ J-A\ ditulis ah! an-Nar

X



MOTTO

“...BARANG SIAPA MENYERAHKAN DIRI (BERTAWAKAL)
KEPADA ALLAH, SEDANG IA BERBUAT KEBAJIKAN, MAKA

BAGINYA PAHALA DISISI TUHANNYA...”

(al-Baqarah [2] : 112)



PERSEMBAHAN

Stnipoc Tni Rupersenbattboan Untuk:

Yedua orang tua,
J/steri dan anakku,

serta adikka semua....

xi



KATA PENGANTAR

OSSP K P oW

g Ol ¢ o das o OLEN S5l ol W) & aadd
gloeoly Al ey da Lo 1Y) 6 e oDy 5ally Lo

Tl Lol s

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta
alam yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada penyusun untuk
menyelesaikan skripsi dengan judul “PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP
MULTIPARTAI DI INDONESIA” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam [Imu Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yang telah memberikan
pencerahan umat, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang
yang mengikuti petunjuk Ilahi hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari, proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari
bantuan berbagai pihak, balk secara moril maupun materil. Untuk itu dalam
kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Yogyakarta

X1l



10.

Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah
Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum, selaku Penasihat akademik sekaligus
sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan memberikan
1zin untuk melakukan penelitian ini .

Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah
memberikan arahan dan bimbingan mengenai teknis penulisan skripsi
ini.

Bagian Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu dalam
mempermudah penyusunan skripsi sejak awal hingga akhir.

Kedua orang tua, isteri dan anak serta keluarga besar Mbah Marjuned
yang tidak putus asa mendukung baik secara moral, spiritual dan materi
untuk menyelesaikan kuliah yang hampir putus di tengah jalan (DO)
Keluarga besar Sanggar Musik Ki Ageng Ganjur pimpinan Mas Sastro,
Mas Syamsul serta Semua teman-teman Ki Ageng Ganjur yang tiada
henti memberikan usul dan saran dalam menyelesaiakn skripsi ini
Keluarga Besar musik Humor dan Dangdut GILAS Dangdut Progressif
yang didukung oleh DEDEN, KEBO, SIGIT, IWAN, UDIN, HASAN,
yang juga sebagian besar Mahasiswa UIN Yogyakarta

Teman-teman OM. BOLO-BOLO yang didukung oleh Songel, Kiowor,

Olog, Gembong, Bowo, dan Yatno yang sering menghimbau dan

Xiil



membantu dalam segala hal untuk merampungkan skripsi ini dan selalu
memberikan kontrol kepada penyusun antara berkreasi, bekerja dan

belajar.

Akhirnya, penyusun berdoa semoga mereka yang telah membantu secara
ikhlas kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan yang
setimpal dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, sebagai hamba Allah yang
lemah, penyusun juga menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan baik
secara teknis maupun isi skripsi ini. Untuk itu, penyusun mengharapkan saran dan
kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penyusunan skripsi ini
memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang, baik

bagi penyusun pribadi maupun bagi pembaca umum.

Yogyakarta, 9 Sya’ban 1428 H
22 Agustus 2007

Penvusdun

£'*mad Khafif Shobn
NIM. 99373869

Xiv



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iiii
PENGESAHAN v
PEDOMAN TRANSILTERASI vi
MOTTO X
PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
DAa 2 ARISI XV
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah ...............coccoooiiiiiiiiiieeeeeeee 1
B. Pokok Masalah ... 7
C. Tujuan dan KeGUNAAN ........c..ccoioiiiiiinioeiieiisiaeiie i bbb s nemeaenes 7
D. TelaahWustakh I'NL.ZR TN BC. /AR B A B /8 Q@ ... /% ........... 8
E. Kerangka TEOTH .......ccovoeveriiiiiiiii ittt 10
F. Metode Penelitian ..o 14
G. Sistematika Pembahasan ..o 16
BAB I1 RUANG LINGKUP FIKIH SIYASAH 18
A. Ruang Lingkup dan Kajian Fikih Siyasah ... 18
B. Multipartai dalam Politik Islam ... 22
C. Nilai-nilai Islam dalam Berpolitik ............cccocoomriiincniiiccinnerna 30

XV



BAB IIl GAMBARAN UMUM SISTEM MULTIPARTAI 42

A. Definisi Multipartai dan Kaitannya dengan Demokrasi ......................... 42
B. Cin-ciri Multipartai ...........cooorrieieeeeeee e 46
1. Pluralitas Partai Politik (Ideologi, Aliran dan Asas) ....................... 46
2. Koalisi Partai Politik ............ccccooooiiiiiie 49
C. Multipartai di Indonesia (1998-2004) .............cocovomiieeoreeeeeeeeeee 53

BAB IV ANALISA FIKIH SIYASAH TER.:ADAP SISTEM MULTIPARTAI

DI INDONESIA (1998-2004) 72
A. Analisa Multipartai di Indonesia (1998-2004) Berdasarkan Nilai-nilai
Keadilan dan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam Islam....................... 72
B. Analisa Multipartai di Indonesia (1998-2004) Berdasarkan Nilai-nilai
Kebebasan dan Keterbukaan dalam Islam ................................... 79

C. Analisa Multipartai di Indonesia (1998-2004) Berdasarkan Nilai-nilai

Pluralitas dalam Islam.................. 87
BAB V PENUTUP
A, KeSIMPUIAN ......ocooooiiiieieeeee et 92
B, SAran ..ot 93
BIBLIOGRAFI 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN I
TERJEMAH ARAB DAN INGGRIS I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH v
CURRICULUM VITAE VI




BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem multipartai umumnya dianggap bahwa keanekaragaman
dalam komposisi masyarakat, dimana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa
adalah kuat. Golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk
_ menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primordial) tersebut dalam satu wadah
saja.! Sehingga sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman
budaya dan politik dari pada sistem dwipartai. Sistem multipartai juga
mempunyai arti bahwa dalam sistem tersebut tidak terpengaruh pada jumlah
partai dan partai mana yang berkuasa.” Sistem multipartai juga memberikan
kesempatan bagi setiap partai untuk berkoalisi dengan partai lain yang
dianggap sesuai. Negara yang berpaham demokrasi meniscayakan adanya
penerapan sistem multipartai, disamping juga ada negara Islam yang
menerapkan sistem multipartai. Ada beberapa negara yang menerapkan sistem
multipartai baik negara tersebut menganut paham demokrasi, Islam maupun
paham campuran antara demokrasi dan Islam, antara lain: Perancis, Mesir,

Malaysia, Indonesia dan sebagainya.
Di Indonesia, secara historis, multipartai pernah dimulai sejak
masa pemerintah kolonial Belanda. Partai-partai politik yang lahir pada waktu

itu merupakan salah satu manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam

'Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, cetXXIl (Jakarta: Gramedia, 2001),
him.169.

2A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda Y., Mengawal Transisi; Refleksi atas Pemantauan
Pemilu ’99, cet.I (Jakarta: UNDP dan JAMPPI-PB PMII), him.135.



suasana itu, semua organisasi, apakah yang | __ ijuan sosial (Budi oetomo,
muhammadiyah, NU), atau yang terang-terangan menganut asas politik atau
agama (SI dan Partai Katholik) atau asas politik sekuler (PNI, dan PKI),
memainkan peranan penting bagi perjuangan nasional demi tercapainya
Indonesia merdeka.’ Namun memasuki zaman pendudukan Jepang,
keberadaan dan kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan-golongan
Islam saja yang diperbolehkan membentuk partai politik yaitu Partai
Masyumi. *

Setelah Indonesia merdeka, kesempatan untuk membentuk atau
mendirikan partai politik dibuka lebar-lebar oleh pemerintah, sesuai dengan
maklumat wakil presiden tanggal 3 November 1945.° Bahwa sesuai dengan
maklumat tersebut, pemerintah Indonesia yang bercorak parlementer, dan
menganut paham demokrasi (liberal) memandang perlu untuk menerapkan
sistem kepartaian multipartai. Kebijakan pemerintah tersebut mendapat
sambutan dari masyarakat, tercatat sekitar 36 partai berdiri setelah kebijakan
tersebut diumumkan.

Dalam perkembangannya, sistem multipartai yang diterapkan pada
awal kemerdekaan itu (1945-1959), tidak berjalan dengan sempurna, karena
hasil koalisi partai yang merupakan konsekuensi logis sistem multipartai
hanya menghasilkan kabinet koalisi yang berumur pendek, rata-rata hanya
bertahan kurang lebih enam sampai delapan (6-8) bulan saja. Dampaknya

3p K. Poerwantana, Partai Politik di Indonesia, cet.] (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him.89.
“Miriam Budiardjo, Dasar-dasar, hlm.171.

5A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda Y., Mengawal Transisi, him.136.



adalah kondisi pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil dan suhu
politik yang semakin memanas.

Oleh karema itu, Presiden Soekarno merubah corak
pemerintahannya dengan menerapkan paham Demokrasi Terpimpin, yang
menurut Presiden Soekarno sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia yang
merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dengan menjunjung
tinggi nilai kebersamaan, gotong royong dan musyawarah mufakat.® Akan
tetapi dalam pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin tidak sesuai dengan apa
yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno tersebut.

Pemerintahan  bercorak Demokrasi Terpimpin  hanyalah
menciptakan sebuah pemerintahan otoriter, dimana kekuasaaan tunggal hanya
ada di tangan Presiden Soekarno.” Sistem multipartai diabaikan dengan
kebijakannya melakukan fusi partai politik menjadi 10 partai saja. Gerakan
dan peranan partai politik juga dipersempit dalam pemerintahan, dan bahkan
keberadaan partai politik tersebut tidak diakui. Sehingga fungsi partai politik
sebagai pengawas, dan pengkritik kebijakan pemerintah tidak ada sama sekali,
bahkan banyak partai politik yang dibekukan atau dibubarkan atas kehendak
dan konspirasi Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin berakhir
ditandai dengan adanya pemberontakan G 30 September oleh PKI.

Setelah kursi kepresidenan diambil alih oleh Jenderal Soeharto
dengan pemerintahan bercorak Demokrasi Pancasila (Orde Baru),

dikeluarkanlah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi sistem multipartai

Lili Romli, Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di
Indonesia, cet.] (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him.53-54.

’A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda Y., Mengawal Transisi, him.136.



terhadap sistem multipartai pada era Demokrasi Terpimpin. Partai-partai
politik (kecuali PK1, yang dibubarkan pada tahun 1965 karena termasuk partai
yang dilarang sesuai dengan tap MPR XXV tahun 1966), kembali diberikan
kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Hal ini dimaksudkan untuk
menciptakan suatu pemerintahan yang lebih demokratis sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila (Demokrasi Pancasila) dan Undang-undang Dasar 1945.
Namun, restrukturisasi sistem multipartai yang ‘diklaim” bertujuan
untuk menciptakan pemerintahan yang berhaluan demokrasi, juga tidak dapat
sepenuhnya terwujud, hanya pada awal pemerintahan Orde Baru saja sistem
multipartai diberlakukan. Adanya intervensi dan kebijakan-kebijakan represif
dan intimidatif yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru menyebabkan
sistem multipartai pada perkembangan selanjutnya tidak mampu mewujudkan
iklim politik yang demokratis, bahkan sebaliknya otoriter dan diktator.
Sehingga restrukuturisasi tersebut hanya menciptakan sistem
multipartai yang tidak sempumna®, sistem multipartai hegemonik, sistem
multipartai semu dan ornamental’, atau bahkan tidak dapat sepenuhnya
dikatakan sebagai sistem multipartai.'® Kehendak untuk menciptakan suatu
tata pemerintahan yang demokratis sesuai dengan nilai-nila Pancasila
(Demokasi pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terlaksananya
pembangunan Indonesia secara berkala, hanya merupakan retorika belaka.

Masih banyak faktor lain yang menyebabkan matinya demokrasi multipartai

8bid,, hlm.137.

*Bambang Cipto, Parfai Kekuasaan dan Militerisme, cet.] (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2000), him.1.

"Muhammad A.S. Hikam, Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society, cet.l
(Jakarta: Erlangga, 2000), him.199.



era Orde Baru. Rezim ini runtuh akibat gelombang reformasi yang disuarakan
rakyat pada pertengahan tahun 1998.

Setelah kendali pemerintahan beralih ke Presiden Habibie,
dikeluarkan kebijakan untuk mencanangkan kembali sistem multipartai yang
lebth demokratis dari pemerintahan-pemerintahan  sebelumnya. Sebagai
langkah awal, dikeluarkan UU No.2 tahun 1999 tentang partai politik, sebagai
pijakan penerapan sistem multipartai di Indonesia pasca Orde Baru. Undang-
Undang tentang sistem kepartaian (UU No. 3 tahun 1985 jo UU No. 3 tahun
1975) yang merupakan produk (rekayasa) politik Orde Baru dihapuskan.

Kebijakan tersebut mendapat sambutan yang luvar biasa dan
masyarakat politik Indonesia, seperti gejala sistem multipartai pada masa Orde
Lama, setelah bebas dan penguasa diktator dan otoriter. Tercatat sekitar 148
partai politik baru yang mendaftar ke Depdagri, kendati setelah melalu
verifikasi tim 11 hanya tersisa 48 partai politik saja yang dinyatakan lolos
seleksi dan berhak mengikuti Pemilu 1999."' Dan pada Pemilu 2004, partai
politik peserta Pemilu lebih sedikit yaitu hanya 24 partai saja.

Munculnya banyak partai politik di awal reformasi, dan setelahnya
menurut Bambang Cipto menumbuhkan harapan sekaligus kecemasan. Untuk
lebih jelasnya pandangan Bambang Cipto dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebagian masyarakat menyambut gembira dan antusias dan

dengan cepat menjadikan kemunculan partai-partai baru tersebut
sebagai kesempatan untuk menyalurkan kembali naluri politk yang
selama ini bagai tersumbat oleh sistem politik Orde Baru yang sangat
represif. Sebagian masyarakat lain, sebaliknya justru khawatir bahwa
kemunculan partai-partat baru yang jumlahnya lebih dari angka seratus
hanya dalam beberapa bulan semenjak bulan Mei 1998, akhimya

bukan memperlancar proses reformasi, tapi justru sebaliknya,
menggangu kelancaran reformasi. Kedua pandangan ini, baik yang pro

Ypax Benedanto, Pemilikan Umum 1999; Demokrasi atau Rebutan Kursi?, (Jakarta: LSPP,
1999), him.28.



maupun yang anti partai dalam jumlah besar, memiliki argumen yang
cukup kuat. Bisa dimengerti bahwa jika ingin jujur maka sungguh sulit
membayangkan mengelola jumlah yang sedemikian fantastis. Akan
tetapi, pada saat bersamaan, melarang masyarakat mendirikan partai
juga sama artinya dengan melawan badai reformasi.'

Kekhawatiran seperti yang diungkapkan bambang Cipto terbukti
benar. Banyaknya partai politik pasca runtuhnya Orde Baru masih diselimuti
konflik dan masalah yang cukup signifikan, baik konflik yang terjadi antar
partai, maupun intern partai seperti anarkisme pendukung partai, perseteruan
antar kader partai dan lainnya. Hal inilah yang menjadi tanda tanya, mengapa
hal tersebut harus terjadi di saat bangsa ini mendambakan adanya perubahan
ke arah sistem multipartai yang benar-benar bebas, terbuka, adil, dan
demokratis?.

Dalam tatanan politik Islam (Fikih Siyasah), memang tidak ada
penghalang maupun larangan bagi negara (Islam) untuk menerapkan sistem
multipartai.”” Bahkan multipartai sangat diperlukan pada zaman sekarang ini
untuk mencegah kedzaliman dan kesewenang-wenangan dari seseorang atau
kelompok (penguasa) terhadap seluruh rakyat.'* Meskipun tidak ada larangan,
sistem multipartai di antaranya tidak boleh (dilarang) bertujuan untuk
memecah belah persatuan (akidah) umat, memusuhi agama samawi dan
nabinya, hanya karena perbedaan-perbedaan yang selalu muncul dalam sistem
multipartai.

Dari fenomena tersebut, penyusun sangat tertarik untuk membahas
sistem multipartai di Indonesia yang sudah ada sejak bangsa ini merdeka.
Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan lainnya, penyusun hanya

“Bambang Cipto, Partai Kekuasaan, hlm.2.

BYusuf Qardhawi, Figih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah, Alih Bahasa
Kathur Suhardi, cet.I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), him.208.

YFahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Alih Bahasa Muhammad
Abdul Ghaffar, cet.I (Bandung: Mizan, 1997), him.238.



C.

membahas penerapan multipartai pada era Reformasi, khususnya pada kurun
waktu 1998-2004. Selain itu, multipartai pada kurun waktu tersebut (era
Reformasi) juga menjadi salah satu pembicaraan dan topik penting bagi
masyarakat politik Indonesia, berkaitan dengan adanya perombakan
(reformasi) sistem kepartaian di Indonesia setelah terpasung sekian puluh
tahun lamanya oleh pemerintah Orde Baru. Setelah itu ditarik suatu
pandangan Fikih Siyasah (politik Islam), khususnya ditinjau dari nilai-nilai
politik Islam secara umum yang terkandung dalam multipartai. Sehingga dapat
ditarik benang merah, apakah multipartai di Indonesia khususnya pada era
Reformasi sesuai atau bertentangan dengan sistem politik Islam (Fikih

Siyasah).

Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok
masalahnya yaitu: Bagaimanakah pandangan Fikih Siyasah terhadap
multipartai di Indonesia pada kurun waktu 1998-2004.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Bahwa penulisan skripsi ini mempunyai tujuan:
a. Untuk mendeskripsikan multipartai di Indonesia, khususnya pada
kurun waktu 1998-2004.
b. Untuk mengetahui pandangan Fikih Siyasah terhadap multipartai di
Indonesia, pada kurun waktu 1998-2004.
2. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:
a. Untuk Kepentingan Iimiah
Diharapkan dapat dijadikan bahan pelengkap bagi kajian politik,
khususnya berkaitan dengan multipartai di Indonesia (1998-2004)

menurut kacamata Fikih Siyasah.



b.  Untuk Kepentingan Terapan
Dtharapkan dapat berguna dan menjadi pertimbangan bagi yang
menginginkan penelitian lebih lanjut terhadap sistem multipartai baik

dalam pandangan politik umum maupun Fikih Siyasah.

D. Telaah Pustaka

Literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian sistem multipartai
di Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk surat kabar, buku, majalah dan
lain-lain. Akan tetapi, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan karya
tulis, skripsi maupun tesis yang membahas pandangan Fikih Siyasah terhadap
sistem multipartai di Indonesia periode 1998-2004. Meskipun demikian,
penyusun telah melakukan telaah pustaka dalam bentuk buku dan skripsi yang
membahas sistem multipartai secara umum.

Fahmi Huwaydi dalam bukunya yang berjudul Demokrasi, Oposisi
dan Masyarakat Madani mengatakan bahwa tidak ada hai yang buruk untuk
menerapkan sistem multipartai dan tidak ada suatu yang buruk menyerukan
pemikiran untuk membuka pintu lebar-lebar bagi realisasi adanya multipartai
di sebuah negara (Islam). Hal ini berguna untuk menyerukan pemikiran-
pemikiran untuk membuka adanya kebebasan berpolitik dengan asumsi bahwa
kebebasan merupakan pilar pokok bagt masyarakat Islam dan manusia pada
umumnya. Dan kebebasan itu sendiri adalah hak manusia yang asasi.”
Namun, Penulis sama sekali tidak membahas sistem multipartai di Indonesia.

Bambang Cipto dalam karyanya yang berjudul Partai Politik,

Kekuasaan dan Militerisme memaparkan persoalan-persoalan mendasar yang

YFahmi Huwaydi, Demokrasi, him.158.



segera muncul secara simultan segera sesudah proyek multipartai dicanangkan
pemerintahan transisional presiden Habibie. Di antaranya adalah menyangkut
persepsi masyarakat politik terhadap gejala multipartai dan respon mereka
terhadap perubahan tersebut, serta persoalan budaya koalisi partai yang hilang
setelah bibit-bibit koalisi yang baru akan tumbuh dimusnahkan oleh sosok
Soeharto. Namun Penulis tidak melengkapinya dari segi kacamata Fikih
Siyasah'®

Sedangkan dari penulisan skripsi, terdapat satu judul. Judul skripsi
tersebut adalah Multipartai dalam Pemikiran Politik Islam karya Rahmat
Affandi'’. Dalam skripsinya tersebut penulis mengungkapkan bahwa pada
dasarnya multipartai tidak dilarang oleh Islam. Jika sistem ini diterapkan
dalam sistem politik negara, maka terlebih dahulu harus dilihat kemaslahatan
yang timbul dari penerapan sistem tersebut. Apabila sistem multipartai dapat
memberikan kemaslahatan bagi umat maka boleh diikuti namun jika lebih
banyak kemudharatannya maka harus ditinggalkan. Namun sayangnya Penulis
tidak mengungkit secara khusus tentang problematika sistem multipartai di
Indonesia, dia hanya sekedar membahas secara global multipartai di Indonesia
yang hanya dijadikan sebagian contoh bagi sebuah negara yang menerapkan

sistem multipartai.

16Bambang Cipto, Partai Kekuasaan, hlm.vii.

""Rahmat Affandi, Multipartai Dalam Pemikiran Politik Islam, Skripsi IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (1999), hlm.86.
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Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penyusun tertarik untuk
mengkaji lebih dalam tentang pandangan Fikih Siyasah terhadap sistem
multipartai di Indonesia pada kurun waktu 1998-2004.

E. Kerangka Teori

Berbicara mengenai sistem multipartai secara umum, maka tidak
bisa dipisahkan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam
sistem multipartai tersebut, apabila dipraktikkan secara benar dan
proporsional. Dalam kehidupan politik atau kehidupan kenegaraan terutama
yang menjunjung tinggi demokrasi, hidup dan berkembangnya partai politik
tidak dapat dihindari.'® Demokrasi beranggapan bahwa kedaulatan dan negara
itu milik rakyat. Oleh karena itu sudah menjadi hak rakyat untuk menentukan
siapa pemimpin yang sesuai dengan pilihan dan aspirasinya dalam pemilu
serta bersaing dengan kandidat lain secara bebas , wajar, adil dan jujur.

Untuk dapat bersaing dalam pemilu maka partai politik
dibutuhkan. Konsekuensinya harus ada kebebasan untuk mendirikan partai-
partai politikk. Membatasi jumlah partai politik untuk ikut membentuk
pemerintahan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi."
Dengan demikian, banyaknya partai politik di suatu negara lebih sesuai
dengan sistem multipartai, dibandingkan dengan sistem satu atau dua partai

Anggapan selanjutnya adalah bahwa sistem multipartai
mempunyai nilai-nilai demokrasi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem
satu atau dua partai, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Yves Meny dan

183 Toto Pandoyo S.H., Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945; Sistem politik
dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi, cet.l (Yogyakarta: Liberty, 1992), him.18.

'“Denny J.A., Debat Publik atas Reformasi, dalam Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits
(ed.), Opini Masyarakat Reformasi Kehidupan Bernegara dari Krisis ke Reformasi, cet.l (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 1999) him.31.
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Andrew Knap yang dikutip oleh Jimmy ass-Shiddigie “ a democratic system
without political partyies or with a single party is impossible or any rate hard
to imagine”, (suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik sulit sekali
dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama
sekali).”’

Indonesia, adalah negara yang menganut paham demokrasi
sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2).*! Dengan demikian
eksistens: partai politik yang memiliki ragam fungsi, platform, dan dasar
pemikiran adalah sebuah keniscayaan.” Oleh sebab itu, setiap orang diberikan
kebebasan untuk mendinkan partai politik, yaﬁg merupakan pengejawantahan
UUD 1945 pasal 28E ayat (3).”

Selain itu, kondisi bangsa Indonesia yang heterogen, sistem
multipartai lebih sesuai, dibanding dengan sistem satu partai ataupun dua
partai. Miriam Budiardjo berpendapat, bahwa sistem multipartai lebih
mencerminkan keanekaragaman suku, budaya, ras, adat dibandingkan dengan
sistem dua partai.

Dalam politik Islam (Fikih Siyasah), sistem multipartai adalah hal
yang diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan bahwa sesuatu yang dilarang itu
(termasuk dalam hal politik) harus ada dalil atau nash-nash yang tegas

%imly Asshiddiqie, Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan mahkamah
Konstitusi, cet Il (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.55.

2Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat,
merupakan bagian dari pengertian demokrasi.

B oirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik
era Transisi di Indonesia, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), him.15.

PBerdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), setiap orang diberikan kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) merupakan amandemen pasal 28 UUD
1945, pada 18 Agustus tahun 2000, yang dilakukan MPR.
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melarangnya, sementara itu sistem multipartai tidak ada dalil atau nash-nash
yang melarangnya®® Bahkan sistem multipartai yang mencerminkan
beragamnya partai politik dalam jumlah banyak, terkadang menjadi sebuah
keharusan (wajib) bagi setiap negara (Islam) dalam rangka mengawasi,
mengontrol memben kritikan atau nasihat kepada para penguasa, dan hal
tersebut tidak mungkin difakukan kecuali dengan keberadaan dan eksistensi
dari partai-partai politik. > Allah berfirman :

dyfy S e Osguy Dy all Oy pely ot U 0ol (San Sy

260 "!‘rb

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi memberikan pandangan, bahwa
meskipun sistem multipartai merupakan demokrasi ala barat, bukan berarti hal
tersebut dilarang sama sekali oleh Islam, terlebih lagi apabila substansinya
(nilai-nilai normatif) sesuai dengan prinsip ajaran Islam.”’

Adapun milai-nilai Islam yang terkandung dalam sistem
multipartai antara lain:

[. Dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dari kedzaliman
sebuah pemerintahan terhadap rakyat maupun kelompok tertentu, serta
dapat mengembalikan pemerintah yang dzalim kepada jalan yang

‘urus, memberi nasihat, kritik, dan amar ma’ruf nahi mungkar.28

*Yusuf Qardhawi, Figih Daulah, hlm.208.

Fahmi asy-Syannawi, Figih Poiitik , Dinamika Politik Islam Sejak Zaman Nabi Sampai
Kini, terj. Amirullah Kandu, cet.1 (Bandung: Pustaka Setia 2006), him.17.

2 Ali-Imean (3); 104.
“Yusuf Qardhawi, Figih Daulah, him. 217,

BRahmi Huwaydi, Demokrasi, hlm.238.
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1. Dalam sistem multipartai terdapat sekumpulan orang yang bersepakat
dan bermusyawarah, dan kepala negara itu harus dipilih melalui
pemilu.29 Dalam hal ini al-Qur'an menegaskan perlunya
bermusyawarah dalam segala urusan (termasuk politik). Allah

berfirman :

Sl st B0} S Jo 53 con e BB WU 3 o, iy

2. Menjadikan rakyat semakin terbuka dalam menyalurkan aspirasi dan

hak politiknya dalam menentukan pemimpin yang dikehendakinya.*!

orlll (St oy (S Oslary pgele Oghaly pSsty phed el (Saul L
32@)*4!) phyinli g oSG guans g ph g

3. Sistem multipartai mengandung nilai-nilai pluralitas (keanckaragaman)
yang sangat diakui oleh Islam. Bahwa perbedaan dalam keragaman
dalam berbagai aspek kehidupan umat (termasuk politik) adalah hal
yang tidak dapat dihindari (sunarullah). Xarena yang paling penting
adalah agar masing-masing kelompok dapat berbuat atau bertindak

sesuatu demi kebaikan (kemaslahatan) umat.”’ Allah berfirman :

PIbid., him.93.

¥ Ali-Imran (3): 159.

3 A M. Fatwa, Islam di T engah Arus Transisi, cet.1 (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 124.

3 Al-Imam an-Nawawi., Sahih Muslim bi Syarh al-Imam an Nawawi (Beirt: Dar al-Fikr,
1972), I: XI-XII: 244.”Kitab al-Imdrah,” “Bab Wujub al-Inkari ‘Ala al-Umard’i...”, Hadis ini
sahth diriwayatkan dari ‘ Auf ibn Malik.

BMachasin, Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi, cet1 (Yogyakarta:LkiS, 2000),
him.189-190.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian imi adalah penelitian pustaka (library research)
yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku, atau karangan
ilmiah lain, yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu pandangan Fikih
Siyasah terhadap multipartai di Indoenesia. Penelitian pustaka tersebut
dapat berupa buku-buku tentang multipartai, politik, demokrasi, undang-
undang, pemilu, Fikih Siyasah, tata negara Islam, Khilafah Islam, dan
lainnya. Selain itu juga dapat digunakan majalah, koran, tabloid, kitab-
kitab arab dan referensi lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat Peneliian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif
maksudnya adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan
menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan multipartai di Indonesia
khususnya kurun waktu 1998-2004, yang mempunyai dimensi ruang dan
waktu, serta menimbulkan jawaban atas apa, bagaimana dan dimana.
Sedangkan analitik bersifat menganalisis fakta-fakta tentang multipartai di
Indonesia khususnya kurun waktu 1998-2004 secara kondisional schingga

dapat lebih mudah untuk disimpulkan.

¥ Al-Ma-idah (5): 48.
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3. Pengumpulan Data
Penyusun berusaha mengumpulkan buku-buku pustaka yang

berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, baik dalam bentuk buku
primer maupun buku sekunder. Selanjutnya penyusun membaca,
menelaah dan menganalisa sejumlah literatur tersebut yang ada
relevansinya dengan pembahasan tersebut yaitu multipartai di Indonesia

pada kurun waktu 1998-2004.

4. Pendekatan Masalah
Dengan melihat objek penelitian dan skripsi ini, pendekatan yang
sesuai adalah pendekatan historis dan pendekatan nomatif. Pendekatan
historis adalah pendekatan yang didasarkan pada sejarah multipartai di
Indonesia berikut aturan-aturan dan kebijakan politik pada kurun waktu
1998-2004. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada
hukum Islam yang akan memandang sistem politik Islam (Fikih Siyasah)
dengan berbagai aspeknya yang kemudian dikorelasikan dengan
multipartai di Indonesia, agar dapat diperoleh kejelasan mengenai
pandangan Fikih Siyasah terhadap multipartai di Indonesia.
5. Analisa Data
Setelah data terkumpul, penyusun menganalisa data tersebut
dengan metode kualitatif dengan menggunakan pola deduktif dan induktif.
Pola deduktif adalah analisa data dari bahan konsep yang abstrak dan
umum berusaha menemukan hal-hal yang kongkrit, spesifik dan khusus

dalam data-data yang berkaitan dengan materi pembahasan. Dalam hal imi

penyusun menganalisa multipartai dalam pandangan Fikih Siyasah,
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kemudian dilanjutkan dengan menganalisa pandangan tersebut terhadap
sistem multipartai di Indonesia Sedangkan analisa induktif adalah analisa
data yang bertujuan menemukan abstraksi umum dar kumpulan gejala-
gejala yang masing-masing menampakkan kekhususannya. Dalam hal ini -
Penyusun akan menganalisa bahan konsep sistem multipartai di Indonesia

yang kemudian ditarik suatu analisa pandangan Fikih Siyasah.

G. Sistematika Pembahasan
Secara umum pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluaan yang akan mengantarkan
" skripsi secara keseluruhan. Peletakan pendahuluan pada bab pertama i
didasarkan pada bahasan vang dipaparkan masih bersifat umum. Bab imi
terdin dart sepulub bab yaitu; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan yang terakhir sistematika pembahasan
Sedangkan dalam bab kedua, penyusun mengupas ruang lingkup
Fikih Siyasah, dalam hal ini penyusun membagi bab kedua menjadi tiga sub
bab, yaitu: pertama penyusun menguraikan terlebih dahulu pengertian politik
Islam dan kajiannya. Setelah mendapat pengertian dan kajian politik Islam,
selanjutnya penyusun mendiskripsikan sistem multipartai dalam politik Islam,
dan sub bab terakhir bab kedua ini, penyusun membahas nilai-nilai Islam yang
terkandung dalam sistem multipartai.
Bab ketiga berisi tentang gambaran umum sistem multipartai, yang

terdiri dari tiga sub bab yaitu, pertama definisi sistem multipartai. Setelah
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terdefinisi, penyusun menjelaskan dan membahas tentang ciri-ciri yang
terdapat dalam sistem multipartai, dan pada sub bab terakhir bab kedua ini,
penyusun akan memaparkan penerapan sistem multipartai di Indonesia
(1998-2004).

Pada bab keempat penyusun melakukan analisa terhadap sistem
multipartai di Indonesia (1998-2004) dalam pandangan Fikih Siyasah yang
terdiri dari tiga sub bab yaitu; pertama, penyusun menganalisa konsep
keadilan dan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap sistem multipartai di
Indonesia. Kedua, penyusun menganalisa konsep kebebasan dalam Islam
terthadap sistem multipartai di Indonesia, dan ketiga penyusun menganalisa
konsep pluralitas dalam Islam terhadap sistem multipartai di Indonesia.

Penelitian ini ditutup pada bab kelima yang merupakan jawaban
atas pokok masalah yang penyusun ajukan. Kemudian penyusun memberikan
saran yang bermanfaat dan bersifat membangun khususnya berkaitan dengan

sistem multipartai di Indonesia.



BABYV

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan skripsi yang telah penyusun uraikan, dapat
diambil kesimpulan bahwa multipartai di Indonesia pada kurun waktu 1998-
2004 sesuai dengan nilai pluralitas yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam.
Jumlah partai yang banyak mencerminkan beragamnya struktur yang ada
dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, budaya, suku, aliran, ideologi
asas dan lainnya. Adanya keragaman tersebut merupakan suatu hal yang wajar
dan tidak dapat dihindari, karena keragaman dan pluralitas merupakan
sunatullah. Oleh sebab itu, munculnya perbedaan dalam multipartai di
Indonesia (1998-2004) merupakan salah satu dampak dari keragaman
tersebut, namun hal itu tidak mengakibatkan rusaknya persatuan (akidah)
Islam dan permusuhan sesama umat Islam di Indonesia. Perbedaan dalam
sistem multipartai tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat, pikiran,
cara dan tujuan antara partai yang satu dengan yang lain sama seperti

perbedaan dan keragaman madhab dalam kancah fikih.

B. Saran
Meskipun sistem multipartai di Indonesia pada kurun waktu 1998-
2004 telah mengalami kemajuan demokrasi yang berarti dibandingkan dengan
sistem multipartai yang diterapkan pada masa sebelumnya (Orde Baru),
alangkah baiknya apabila segala kekurangan dan kelemahan sistem multipartai

bisa dihindarkan atau dikurangi, seperti masih terjadinya konflik-konftik baik
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antar partai maupun dalam internal partai. Sudah barang tentu hal ini
membutuhkan kerja keras dan kesadaran bersama antara pemerintah rakyat
dan kader-kader partai politik. Sosialisasi dan pendidikan politik bagi rakyat
sangat penting, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab
bersama terutama partai-partai politik untuk menunaikannya. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik rakyat di
masa yang akan dating,

Selain itu, untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya jumlah partai
politik lebih disederhanakan lagi, namun dengan catatan tidak mengurangi
kebebasan rakyat untuk mendirikan partai politik baru setiap saat. Melalui
penyederhanaan partai-partai politik peserta pemilu dengan seleksi yang
demokratis, diharapkan mampu menciptakan partai politik yang kuat dan
berwibawa, sehingga partai politik tidak terkesan hanya sekadar huru-hara saja,
dan yang terpenting mampu mewakili rakyat dan melaksanakan fungsi sebagai
agregator kepentingan rakyat, dan melaksanakan fungsi seacara optimal. Selain
itu dengan sistem multipartai sederhana, pengeluaran keuangan negara yang
diambil dari APBN untuk kepentingan partai-partai politik juga tidak terlalu

banyak.
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Lampiran 1

TERJEMAH BAHASA ARAB DAN INGGRIS

BAB1

NO

Hlm

FN

TERJEMAHAN

12

13

13

14

29

31

33

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf
dan mencegah dan yang mungkar.

...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,
kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakal.

Sebaik-baik para pemimpin kalian adalah yang kalian
mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, yang kalian
mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian, dan
seburuk-buruk para pemimpin kalian adalah yang kalian
membenci mereka dan mereka membenci kalian, yang kalian
mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian.

...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi allah hendak mengui kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan

BAB I

20

20

20

21

22

10

12

16

...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu.

...Allah hendak memberikan keringan kepadamu, dan
manusia dijadikan bersifat lemah.

...Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

...Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)...

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf
dan mencegah darni yang mungkar. ..




11

12

13

14

15

33

34

36

36

38

38

39

41

44

47

50

51

Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di
muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-bellah,
dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih
anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anank-anak
perempuan mereka. Sesungguhnya Fira’aun termasuk orang-
orang yang berbuat kerusakan.

...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,
kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakal.

Sebaik-baik para pemimpin kalian adalah yang kalian
mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, yang kalian
mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian, dan
seburuk-buruk para pemimpin kalian adalah yang kalian
membenci mereka dan mereka membenci kalian, yang kalian
mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian.

..Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka.

...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi allah hendak menguji kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan.

Katakanlah: ‘Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya
masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa
yang lebih henar i=lannya,

BAB I

16

17

73

78

12

BABIV

(1)  Pembentukan aparat keamanan yang represif untuk
mengamankan dan mempertahankan aturan politik dan
stabilitas negara (2) proses depolitisasi massa agar fokus
lebih mapan (sempurna) pada kebijakan ekonomi dan
pembangunan (3) emaskulasi (pengebirian) dan pembatasan
kekuatan partai-partai politik (4) penciptaan (rekayasa)
hukum-hukum pemilihan dan proses-proses pemilihan yang
menjamin pemerintah dan militer mendukung kemenangan
Golkar dalam Pemilu.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

i




18

19

20

21

78

78

84

90

13

14

24

27

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
manjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu unutuk
tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
dengan takwa.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu.

Katakanlah: ‘Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya
masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa
yang lebih benar jalannya.

...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi allah hendak menguji kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan.

m
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